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    BAB I 
PENDAHULUAN 
AKIBAT HUKUM PENGALIHAN (OVER) KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH 
(KPR) DENGAN OBJEK HAK TANGGUNGGAN PADA PT. BANK RAKYAT 
INDONESIA (PERSERO) TBK. CABANG DHARMASRAYA 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Perumahan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang harus dipenuhi. 
Memiliki rumah sendiri adalah idaman semua orang, bahkan menjadi kebutuhan bagi yang 
sudah bekeluarga. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Pemukiman ditentukan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang 
berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan 
harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya.  
 Perumahan merupakan cerminan dari jati diri manusia, baik secara perseorangan 
maupun dalam kesatuan dan kebersamaan dengan lingkungan alamnya. Namun disebabkan 
harga rumah yang melambung tinggi menyebabkan tidak semua orang yang mampu membeli 
rumah secara tunai. Oleh karena itu, diadakanlah penyediaan dana perkreditan melalui bank-
bank, baik bank pemerintah maupun bank-bank swasta dengan persyaratan-persyaratan dan 
suku bunga yang beranekaragam. Bank merupakan salah satu badan usaha yang sangat 
berguna dalam peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa: “Bank adalah badan 
usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan 
dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup masyarakat.” 
Berdasarkan pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa fungsi bank dalam sistem hukum 
perbankan Indonesia sebagai Intermediary bagi masyarakat yang surplus dana dan 
 
 
masyarakat yang kurang dana
1
. Fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu berkaitan erat 
dengan kepentingan umum, sehingga perbankan wajib menjaga dengan baik dana yan 
dititipkan manyarakat tersebut. Perbankan harus dapat menyalurkan dana tersebut ke bidang-
bidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan
2
. 
Salah satu bentuk kegiatan usaha pokok bank adalah berupa pemberian kredit dan 
dikenal dengan sebutan kredit perbankan. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan 
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjama 
meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi 
utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga
3
. 
Untuk dapat melaksanakan kegiatan perkreditan secara sehat dan terjaminnya 
penyaluran kredit, Bank harus menetapkan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your 
Customer) yaitu prinsip yang diterapkan Bank untuk mengenal dan mengetahui identitas 
nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang 
mencurigakan. Oleh karenanya Bank dalam memberi kredit harus mengacu pada 
pedomankebijaksanaan dalam prekreditan bank. 
Keyakinan Bank diperoleh berdasarkan analisis yang mendalam disebut sebagai 
prinsip kehati-hatian (Prudential Principle). Prinsip tersebut adalah sebagai berikut:
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1. Prinsip 5C atau The Five C of Credit Analysis 
a. Character atau kepribadian debitur yang dimaksud untuk menilai kejujuran dan 
itikad baik calon debitur sehingga tidak menyulitkan penagihan dikemudian hari 
b. Capacity atau kemampuan untuk membayar kredit yang diajukan dengan melihat 
prospek usahanya 
                                                             
1 Tri Wardiono, Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia, Bogor, Ghalia Indonesia, 
2006 hal 7 
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Penyelesaian SengketaJenis Kredit Bermasalah (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010) hal 5-6. 
 
 
c. Capital atau Modal usaha yang telah ada pada bank sehingga fungsi bank 
sebenarnya dalam penyediaan modal hanyalah sebagai pemberi modal tambahan 
saja. 
d. Collateral atau jaminan yang mudah dicairkan  
e. Condition of Economy atau prospek usaha nasabah debitur. Bila bank tidak melihat 
adanya prospek dari usaha ini, maka bisa jadi kredit yang dikucurkan tidak 
memberikan manfaat apa pun sehingga mengecam keberlangsungan kredit yang 
diberikan. 
2. Prinsip 7 P 
a. Party atau para pihak yang mengadakan perjanjiansaling mengenal karakter satu 
dengan lainnya 
b. Purpose atau tujuan yang hendak dicapai dalam peminjaman kredit 
c. Payment atau pembayaran yang akan dikembalikan oleh nasabah Bank Harus 
melihat pendapatan nasabahnya , bagaimanakah nasabah tersebut dapat membayar 
kredit dengan lancar, tentu juga dipengaruhi oleh pendapatannya. 
d. Proftability atau perolehan labayang akan diperoleh Bank. Kredit merupakan salah 
satu cara bank  untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diambil dari bunga 
maupun bagi hasil atau yang sejenisnya. Dengan demikian, bank harus 
mempertmbangkan perolehan laba yang hendak diperoleh. 
e. Protection atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu 
hal diluar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh para pihak. 
f. Personality atau kepribadian nasabah berdasarkan tingkah laku dan kepribadian 
nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya. Termasuk juga emosi, 
sikap dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah. 
 
 
g. Prospect atau nilai usaha nasabah dimasa yang akan datang, menguntungkan atau 
tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini, di kemudian hari apabila tidak 
terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan kredit, maka bukan hanya bank 
yang menghadapi resiko kesulitan mengadakan tagihan, tetapi juga nasabah yang 
menjalankan usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya.   
3. Prinsip 3 R  
a. Returns atau hasil yang diperoleh debitur ketika kredit itu dimanfaatkan. Bank harus 
mempertimbangkan apakah kredit yang diajukan akan membawa manfaat sehingga 
debitur mampu mengembalikan kredit beserta bunga, ongkos-ongkos dan 
sebagainya. 
b. Repayment atau pembayaran kembali. Bank harus memperhatikan kemampuan 
membayar kredit debitur sesuai dengan waktu yang disediakan. 
c. Risk Bearing Ability  atau kemampuan debitur menanggung resiko bila terjadi hal-
hal diluar dugaan kedua belah pihak sehingga menyebabkan kredit menjadi macet. 
Prinsip-prinsip tersebut di atas merupakan indikator bagi pihak bank dalam menilai 
calon debiturnya. Penerapan prinsip ini berlaku umum dalam dunia perbankan dan 
diharapkan untuk menjamin penyaluran kredit sesuai fungsi dan tujuannya serta menghindari 
kerugian bagi pihak bank ataupun munculnya kasus kredit bermasalah. 
Pasal 11 UU Per bankan juga mempertegas akan prinsip kehati-hatian ini, dimana 
Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit, 
pemberian jaminan dan sebagainya. Dengan batasan ini diharapkan agar bank dalam 
menjalankan kegiatan operasionalnya dapat terhindar dari laju pertumbuhan pinjaman 
perbankan yang berlebihan sehingga dapat terjaga kestabilan moneter dan kesehatan 
perbankan itu sendiri. 
 
 
 Fasilitas Kredit yang diberikan oleh bank dalam pemenuhan kebutuhan rumah, 
khususnya untuk golongan masayarakat berpenghasilan menengah kebawah adalah 
ketersediaan pendanaan melalui Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Kredit Kepemilikan 
Rumah (KPR) yang ditawarkan oleh bank merupakan alternatif  menarik untuk memiliki 
tanah beserta bangunan diatasnya (rumah) bagi mereka yang tidak memiliki dana tunai. 
Selain itu fasilitas KPR tersebut tercipta dikarenakan kebutuhan akan tempat tinggal atau 
rumah meningkat, sementara daya beli lemah sehingga untuk memudahkan terpenuhinya 
kebutuhan tempat tinggal yang layak, masyarakat dapat membeli tanah beserta bangunan 
diatasnya (rumah) dengan system kredit kepemilikan rumah.  
Bank dengan prinsip kehati-hatiannya (prudential principle) menganalisis para calon 
pembeli rumah agar dikemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan
5
. Salah satu 
wujud prisip tersebut, dalam prosesnya, bank sebagai pihak yang memberikan fasilitas KPR 
akan mengadakan studi kelayakan terlebih dahulu sebelum memberikan fasilitas kredit 
tersebut sesuai dengan praktek perbankan yang lazim. Sehingga tidak ditutup kemungkinan 
adanya penolakan dari pihak bank dalam pemberian fasilitas kredit. 
 Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) pada dasarnya diberikan oleh bank sebagai 
kreditur kepada konsumen digunakan untuk membeli tanah beserta bangunan rumah diatas 
tanah tersebut. Pemberian fasilitas tersebut memerlukan agunan atau jaminan. Aguanan atau 
jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh seseorang debitur atau pihak 
ketiga pada kreditur untuk menjamin kewajiban dalam suatu perikatan. Jaminan ini adalah 
sesuatu yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan debitur pada kreditur untuk 
menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu 
perikatan. 
                                                             




 Dalam pemberian fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) oleh bank (kreditur) 
kepada konsumen (debitur), agunan atau jaminan yang diperlukan untuk KPR tersebut adalah 
rumah yang akan dibeli itu sendiri (dalam hal ini tanah dan bangunan). Atas rumah yang 
dijadikan jaminan tersebut lembaga jaminannya adalah Hak Tanggungan (HT) dan pemberian 
Hak Tanggungan tersebut dilakukan dengan akta otentik yaitu Akta Pemberian Hak 
Tanggungan (APHT), yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 
Pembebanan dengan Hak Tanggungan tersebut adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 
ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta 
Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) yang menyatakan bahwa: 
“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitandengan tanah, yang 
selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak 
atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda 
lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untukpelunasan utang tertentu, 
yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap 
kreditor-kreditor lain;” 
 
 Berkaitan dengan itu, maka dalam upaya menjamin adanya kepastian hukum dan 
melindungi kepentingan para pihak dalam proses kepemilikan rumah melalui Kredit 
Kepemilikan Rumah (KPR) perlu diadakan suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut 
merupakan faktor yang penting dalam kepemilikan rumah.  
Pada Pasal 1313 KUHPerdata ditegaskan bahwa Perjanjian merupakan suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau 
lebih, yang tentunya memnuhi syarat syahnya dari perjanjian yang tercantum dalam Pasal 
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu adanya kepastian para pihak, kecakapan 
dari para pihak untuk membuat perjanjian, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan 
terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan 
mengikat secara hukum bagi para pihak yang mengikatkan dirinya tersebut. 
 
 
Perjanjian merupakan landasan yang penting dalam kepemilikan rumah, karena 
perjanjian itu dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para 
pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan perjanjian dalam kepemilikan rumah adalah 




 Perjanjian kredit dilakukan antara bank dengan nasabah (kreditur dengan debitur) 
dengan jangka waktu kredit yang cukup lama sehingga dalam jangka waktu yang cukup lama 
tersebut dapat timbul masalah yaitu jika debiturnya cidera janji terhadap kreditur sehingga 




a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya 
b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan 
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat 
d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. 
 
 Hal tersebut dapat dikatakan, para pihak harus melaksanakan prestasinya dan salah 
satu unsur tersebut, walaupun dimungkinkan terjadinya wanprestasi, artinya debitur tidak 
membayar sebagaimana mestinya. Terjadinya wanprestasi dimana debitur tidak membayar 
sebagaimana mestinya (kredit macet). Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang 
(siberutang atau debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa 
sanksi dan hukuman
8
. Salah satu cara yang ditempuh oleh debitur agar tidak terjadi 
wanprestasi yang mengakibatkan objek dari perjanjian kredit tersebut disita oleh pihak bank 
adalah dengan cara menjual kembali atau mengalihkan apa yang menjadi objek dalam 
perjanjian kredit tersebut. Dalam hal ini mengalihkan atau melakukan Over kredit atas tanah 
dan bangunan (rumah) tersebut kepada pihak lain. 
                                                             
6 Israbeta Putrisani, Analisis Pengalihan Kreditt Pemilikan Rumah  di bawah tangan, Jurnal Mimbar keadilan vol 
14 Nomor 28 Agustus 2018-januari 2019 hlm 172 




Proses pengalihan (Over) kredit dalam hal ini debitur menurut Pasal 1413 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, yang diambil oleh debitur baru bukan hanya hutangnya, 
tetapi hutang dan seluruh jaminan milik debitur lama yang dijaminkan pada Bank, yaitu 
berupa tanah dan rumah milik debitur lamayang sebelumnya telah diperjanjikan terlebih 
dahulu atara debitur lama dengan kreditur. 
Dalam proses pengalihan (over) kredit dengan cara alih debitur ada syarat-syarat dan 
ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh debitur lama, debitur baru dan pihak bank. 
Selain syarat-syarat yang berhubungan dengan diri debitur itu sendiri, juga ada beberapa akta 
notaril yang dibuat berkaitan dengan proses alih debitur ini.     
Pelaksanaan pengalihan (over) kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Cabang Dharmasraya dilakukan dengan membuat pembaharuan hutang. Hal ini tetap 
dibenarkan secara hukum, dengan alasan dalam proses pengalihan dalam hal ini adalah 
debitur, yakni menandatangani aktat pembaharuan hutang dengan penggantian debitur yang 
ditandatangani oleh debitur baru dan pihak bank. Akta tersebut merupakan dasar dari 
pelaksanaan pengalihan kredit untuk beralihnya hutang dan semua kewajiban dari debitur 
lama kepada debitur baru. 
 Over kredit atas tanah dan bangunan (rumah) yang dilakukan oleh debitur akan 
mempengaruhi status Hak Tanggungan. Sebagaimana dijelaskan bahwa Hak Tanggungan 
juga tetap membebani objek Hak Tanggungan di tangan siapapun benda itu berada
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sebagaimana juga diatur dalam Pasal 7 UUHT. Hal ini berarti walaupun telah terjadi 
pengalihan, namun tanah dan bangunan (rumah) yang dialihkan tersebut masih terikat 
pembebanan dengan Hak Tanggungan (kecuali terjadi penghapusan Hak Tanggungan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 1 UUHT). Oleh karena itu tanah dan bangunan 
(rumah) yang dialihkan tersebut masih terikat kredit pemilikan rumah pada bank dengan 
                                                             
9 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan 
Pelaksanaannya, cetakan ke 9, Jakarta, Djambatan, 2003, hal 419. 
 
 
pengikatan berupa Hak Tanggungan. Akibat dari masih terikatnya objek yang dijual tersebut 
(rumah) oleh pihak lain akan berbeda dengan pembelian rumah yang tidak terikat kredit dan 
dibebani Hak Tanggungan.Hal ini juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 
tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan dalam Pasal 37 ayat (1) yang berbunyi: 
“Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, 
tukar menukar, hibah pemasukan dalam perusaahaan dan perbuatan hukum 
pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat 
didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku” 
 
 Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan 
pengalihan (over) kredit pemilikan rumah objek hak tanggungan serta akibat hukum terhadap 
pengalihan (over) kredit pemilikan rumah di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Cabang Dharmasraya maka penulis tertarik memilih judul “AKIBAT HUKUM 
PENGALIHAN (OVER) KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) OBJEK HAK 
TANGGUNGGAN   PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. 
CABANG DHARMASRAYA”   
B. Rumusan Masalah 
 Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan judul ini 
adalah: 
1. Bagaimana proses dan pelaksanaan pengalihan (Over) kredit pemilikan rumah (KPR) 
objek hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonedia (Persero) Tbk Cabang 
Dharmasraya? 
2. Bagaimana akibat hukum Pengalihan (over) kredit terhadap kredit pemilikan rumah 
(KPR) objek hak tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang 
Dharmasraya? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
 
 
1. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai pengalihan atau take over kredit atas 
kepemilikan rumah objek Hak Tanggungan dari pihak yang mengalihkan (debitur lama) 
kepada penerima pengalihan (debitur baru), baik mengenai praktek pengalihan (over) 
kredit kepemilikan rumah ditinjau dari peraturan perundang-undangan Indonesia yang 
berlaku, maupun perlindungan hukum terhadap persoalan yang muncul. 
2. Untuk menambah informasi dan pengetahuan bagi pembaca mengenai akibat hukum 
terjadinya praktek pengalihan (over) kredit pemilik an rumah ditinjau dari peraturan 
perundang-undangan Indonesia yang berlaku, dan perlindungan hukum terhadap 
persoalan yang muncul.  
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah:  
1. Manfaat Teoritis 
a) Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berfikir penulis serta 
melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkan dalam 
bentuk tulisan. 
b) Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya bidang Kenotariatan serta 
dapat menerapkan ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam 
melakukan penelitian yang baik. 
c) Penelitian khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa 
dan menjawab keingintahuan penulus terhadap perumusan masalah dalam 
penelitian. 
2. Manfaat Praktik 
Selain manfaat secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini juga mampu 
memberikan sumbangan secara praktis, yaitu: 
 
 
a) Bagi pihak bank, untuk mengetahui apakah bank telah sesuai dengan hukum yang 
berlaku dalam praktik pengalihan (Over) Kredit Kepemilikan Rumah Objek Hak 
Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang 
Dharmasraya. 
b) Bagi Masyarakat: untuk mengetahui akibat hukum terhadap pengalihan (Over) 
Kredit Kepemilikan Rumah 
E. Keaslian Penelitian 
 Penelitian mengenai Pengalihan (Over) Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dengan 
Objek Hak Tanggungan, berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan lebih lanjut baik di 
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun Perguruan Tinggi lainnya, 
apabila ada tulisan yang sama maka tulisan ini sebagai pelengkap dari tulisan yang sudah ada 
sebelumnya. Adapun beberapa penelitian mahasiswa Magister Kenotariatan terlebih dahulu 
yang berhubungan dengan masalah yang penulis ketahui adalah yang disusun oleh: 
1) Penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Kiki Rezeki Amelia, Universitas 
Sriwijaya, yang berjudul “Pengikatan Jaminan Hak Atas Tanah Dalam Pengambilalihan 
(take over) Kredit Pada Bank Yang Berbeda’’, dalam penelitian ini pokok 
permasalahannya adalah sebagai berikut: 
a. Apakah objek hak tangggungan berupa jaminan hak atas tanahyang dijaminkan 
kepada dua bank yang berbeda dapatdibenarkan menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan bagaimana pengikatan jaminan hak atas tanah dalam 
pengambilalihan (take over) kredit bank yang berbeda? 
b. Bagaimana tanggung jawab Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
dalam hal timbulnya permasalahan untuk pembebanan hak tanggungan dalam 
pengambilalihan (take over)kredit pada bank yang berbeda ?   
 
 
2) Penelitian yang dilakukan tahun 2010 oleh Dame Silitonga, Universitas Sumatera Utara, 
yang berjudul “Analisis Pengalihan Hak dan Oper Kredit Pada Kredit Pemilikan Rumah 
(Studi Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Prima Tata Patumbak di Medan”, dalam 
penelitian ini pokok permasalahannya adalah: 
a. Bagaimana Hak dan Kewajiban Kreditur, Debitur Lama, dan Debitur Baru dalam 
perjanjian pengalihan hak dan operr kredit pada rumah yang dibeli menggunakan 
fasilitas kredit pemilikan rumah? 
b. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap kreditur jika debitur baru wanprestasi? 
 Dari kedua judul tesis diatas, penelitian tesis yang akan penulis kaji pada dasarnya 
tidak terdapat kesamaan dari permasalahan penelitian, dan teknik pembahasan serta tujuan 
penelitiannya. 
F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 
1. Kerangka Teoritis 
a. Teori Kepastian Hukum 
 Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai 
kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:
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1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, 
diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuaaan) negara. 
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum 
tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan 
tersebut. 
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4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan 
aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka 
menyelesaikan sengketa hukum. 
5. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan. 
 Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan 
bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum 
menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang 
dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu 
memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum 
berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 
11
 
 Kepastian hukum bermuara pada ketertiban secara sosial. Dalam kehidupan 
sosial, kepastian adalah menyertakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan 
dan peristiwa hukum. Dalam paham positivisme, kepastian diberikan oleh negara 
sebagai pencipta hukum dalam bentuk undnag-undang. Pelaksanaan kepastian 
dikokretkan dalam bentuk lembaga yudikatid yang berwenang mengadili atau menjadi 
wwasit yang memberikan kepastian bagi setiap subjek hukum. 
 Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan 
sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang 
diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian 
hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.  
 Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban 
masyarakat. Menurut Radbruch dalam Theo Huijbers menyebutkan:
12
 
“Hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh sebab 
kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam negara, maka hukum positif 
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selalu harus ditaati, begitu pula kalu isinya kurang adil atau juta kurang sesuai dengan 
tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian, yakni bilamana pertentangan antara isi tata 
hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu nampak tidak adil 
pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan”. 
 
Pada dasarnya kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari 
keadilan.Demikian juga kaitannya jika dikaitkan dengan adanya peralihan (over) 
Kredit Kepemilikan Rumah dimana akibat yang ditimbulkan tersebut masing-masing 
pihak tidak merasa dirugikan hak-haknya, artinya terdapatnya prinsip keadilan yang 
memberikan kepastian hukum. 




1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku 
kesamaan geometris.Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting 
dibandingkan dengan camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua 
kali lebih banyak dari pada camat. Kepada yang sama penting diberikan yang 
sama dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama. 
2. Keadilan dalam jual beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari 
para pihak. Ini skarang tidak mungkin diterima. 
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmatis dalam bidang privat dan juga publik. 
Kalau seseorang mencuri, maka ia harus diukum, tanpa mempedulikan 
kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang kalau pejabat terbukti secara ah 
melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia 
adalah pejabat 
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena undang-undang itu bersifat 
umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus 
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menafsirkannya, seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. 
Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia yaitu “suatu rasa 
tentang apa yang pantas. 
b. Terori Jaminan 




1. Jaminan Perorangan (Pesoonlijk Zekerheid) 
Jaminan Peroarangan adalah pihak ketiga yang akan menanggung 
pengembalian hutang apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan 
hutang, apabila pihak peminjam tidak sanggup mengembalikan hutangnya tersebut. 
2. Jaminan Kebendaan (Zakelijk Zakenheidsrecht) 
Yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditor dengan debiturnya ataupun kredditur 
dengan pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban debitur. Dalam hal ini 
berarti menyediakan bagian dari kekayaan seseorang guna memenuhi atau 
membayarkan kewajiban debitur. Jaminan kebendaan merupakan hak mutlak (absolut) 
atas suatu benda tertentu yang menjadi objek jaminan suatu hutang, yang suatu waktu 
dapat diuangkan bagi pelunasan utang debitur apabila debitur cidera janji, dimana 
kekayaan yang menjadi jaminan tersebut dapat milik debitur sendiri maupun milik 
pihak ketiga dimana didalamnya terdapat hak privilage yang menguntungkan kreditur 
dalam pelunasan hutang debitur tersebut.” 
Jika yang dijadikan jaminan dalam perjanjian adalah benda bergeraak dan atau 
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1. Jaminan harus secured artinya jaminan tersebut dapat diadakan pengikatan 
secara yuridis formal, sehingga apabila kelak dikemudian hari terjadi 
wanprestasi maka pemberi pembiayaan telah mempunyai alat bukti yang 
sempurna dan lengkap untuk menjalakan suatu tindakan hukum. 
2. Jaminan harus marketeble artinya jika jaminan tersebut harus , perlu dan di 
eksekusi, maka jaminan tersebut dapat mudah dijual atau diuangkan untuk 
melunasi pembiayaan. 
Ketentuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata hanya memberikan hak preferen 
kepada pemegang hak hipotek, dan gadai, namun dalam perkembangannya terdapat 
lembaga lain yang juga mempunyai kedudukan preferen yaitu hak tanggungan yang 
diberikan pada hak atas tanah, sehingga dengan demikian hak jaminan kebendaan 
dimiliki oleh pemegang hak tanggungan. Jaminan berupa hak atas tanah dapat 
memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi kreditor, karena mempunyai 
nilai aman bagi bank baik dari segi hukum maupun dari segi nilai ekonomisnyaa 
dimana harga tanah akan selalu tumbuh. 
Jaminan berupa hak atas tanah tersebut diikat dengan hak tanggungan. 
Timbulnya hak tanggungan hanya dapat dimungkinkan apabila sembelunya telah 
diperjanjikan di dalam perjanjian kredit yang menjadi dasar pemberian kredit yang 
dijaminkan dengan hak tanggungan. Sedangkan pemberian hak tanggungan 
dilakukan dengan pembuatan perjanjian tersendiri oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) ang disebut Akta Pemberian Hak Tanggungan
16
. 
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Dalam kaitannya dengan kredit macet, penyelesaian kredit macet dengan 
jaminan hak tanggungan menurut UUHT dapat dilakukan dengan tiga alternatif 
untuk pelaksanaan eksekusi hak tanggungan, yaitu: 
1. Penjualan dibawah tangan berdasarkan pasal 20 ayat 2 UUHT, alternatif ini 
dapat disarankan jika dengan cara ini didapati harga tertinggi yang dapat 
menguntungkan semua pihak yang terlibat karena penjualan dibawah tangan 
dari Obyek Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan bila ada kesepakatan antara 
pembeli dan penerima hak tanggungan. 
2. Penjualan dengan cara lelang oleh pemegang hak tanggungan pertama sesuai 
dengan Pasal 6 UUHT. Lelang hak tanggungan berdasarkan Pasl 6 UUHT 
memberikan hak kepada kreditor pemegang hak tanggungan pertama untuk 
menjual obyek Hak Tanggungan apabila debitur cideraa janji (wanprestasi). 
penjualan objek hak tanggungan tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara 
lelang dan idak memerlukan fiat eksekusi hak tanggungan dari pengadilan, 
dikarenakan penjualan Objek hak tanggungan merupakan pelaksanaan eksekusi 
perjanjian. Pelelangan Obyek hak Tanggungan tersebut perlu memuat janji 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 6 Jo Pasal 11 Ayat (2) huruf e UUHT, yaitu 
apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan atas kekuasaannya 
sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan hutangnya dari 
hasil penjualan tersebut. 
3. Lelang Objek Hak Tanggungan melalui pengadilan, sesuai dengan Pasal 14 ayat 
(2) UUHT. Lelang melalui pengadilan ini dilaksanakan dalam hal lelang 
berdasarkan Pasal 6 UUHT tidak dapat dilakukan karena kreditur pemegang hak 
Tanggungan tidak memuat janji sesuai dengan Pasal 6 dan Pasal 11 ayat (2) 
huruf e atau adanya kendala atau gugatan dari debitur atau pihak ketiga. 
 
 
Kemungkinan lain adalah lelang dimohonkan oleh kreditor pemegang Hak 
Tanggungan kedua dan seterusnya yang tidak memiliki hak untuk 
memanfaatkan fasilitas yang disediakan Pasal 6 UUHT. 
Dengan adanya kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan, 
penjualan objek hak tanggungan dapat dilakukan dibawah tangan jika dengan cara 
itu didapati harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak, jika tidak diapati 
harga yang sesuai maka dapat dilakukan dengan cara lelang. 
2. Kerangka Konseptual 
a.  Akibat Hukum 
Akibat Hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum terhadap 
suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
17
. Akibat hukum merupakan suatu 
akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang 
diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum 
yang sesuai dengan hukum yang berlaku
18
. 
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum 
yanng dapat berwujud : 
1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum 
dapat berubah dari tidak cakap hukm menjadi cakap hukum ketika seseorang 
berusia 21 tahun. 
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih 
subjek hukum, dimanahak dan kewajiban pihak lain. Contohnya X mengadakan 
perjanjian sewa-menyewa rumah denga Y, maka lahirlah hubungan hukum 
antara X dan Y, apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan 
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dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum 
menjadi lenyap. 
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya 
seseorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari 




Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu 
sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yan sesuai 
dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. 
b. Pengalihan (Over) Kredit 
Over kredit atau yang dikenal dengan pengalihan kredit merupakan suatu 
istilah yang dipakai dalam dunia perbankan. Istilah Over Kredit yang digunakan 
dalam perbankan ini memang tidak ada aturan baku dalam Peraturan bank Indonesia 
yang menjelaskan bahwa peralihan kredit menggunakan istilah Over Kredit. Namun 
istilah Over kredit disini menggambarkan kondisi peralihan krdit dari satu debitur ke 
debitur baru. 
Objek pengalihan atau Over kredit atas pemilikan rumah merupakan objek 
dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah yaitu rumah itu sendiri. Pihak yang 
mengalihkan adalah debitur lama dan debitur baru yang melakukan perjanjian 
mengenai pengalihan atau Over kredit atas rumah yang masih terkait pinjaman atau 
redit dan masih merupakan jaminan atas pinjaman atau kredit tersebut. 
c. Rumah dan Kredit Kepemilikan Rumah 
  Pengertian Rumah menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Pemukiman ditentukan bahwa rumah adalah bangunan 
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gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan 
keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya. 
  Hak untuk memperoleh rumah dengan cara Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) 
adalah hak yang dapat dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Kredit Kepemilikan 
Rumah (KPR) adalah salah satu bentuk darikredit konsumer yang dikenal juga 
dengan sebutan “Housing Loan”. pemberian kredit ini diberikan kepada konsumen 
yang memerlukan kebutuhan dibidang papan baik yang untuk kepentingan pribadi 
maupun keluarga atau rumah tangga, akan tetapi tidak diajukan untuk yang bersifat 
komersial dan tidak memiliki pertumbuhan nillai barang dan jasa di masyarakat. 
d.   Hak Tanggungan 
  Pembebanan tanah beserta bangunan di atasnya dengan Hak Tanggungan 
adalah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 menyatakan bahwa: Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda 
yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah 
hak jaminan yang diberikan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tetang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan suatu 
kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan 
kedudukan yang diutamakan kepada kredeitur tertentu terhadap kreditur-kreditur 
lain. 
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1) Tahap Pemberian Hak Tanggungan, yaitu dengan dibuatnya Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, 
yang didahului dengan perjanjian utang piutang yang dijaminkan. 
2) Tahap pendaftaran oleh Kantor Pertanahan, yang merupakan saat lahirnya 
Hak Tanggungan Yang dibebankan. 
 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 
menyebutkan pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk 
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang 
dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-
pitang atau perjanjian lain yang menimbulkan utang tersebut.  
 Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan, menyebutkan hapusnya Hak Tanggungan disebabkan karena hal-hal 
sebagai berikut: 
1) Hapusnya utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan 
2) Dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan 
3) Pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri 
4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan 
   Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 
berbunyi bahwa “Hak Tanggungan tetap mengikuti objeknya dalam tangan 
siapaun objek tersebut berada” dimana dalam pasal tersebut adanya jaminan 
khusus bagi kepentingan pemegang Hak Tanggungan dimana walaupun objek 
Hak Tanggungan sudah berpindah tangan dan menjadi milik pihak lain, kreditur 
masih tetap dapat menggunakan haknya melakukan eksekusi, jika debitur cidera 
janji. 
e.   Bank 
 
 
 Bank merupakan lembaga atau institusi keuangan yang menjadi tempat bagi 
perusahaan, badan-badan pemerintahan dan swasta maupun perorangan untuk 
menyimpan dana ataupun mendapatkan dana. Lembaga tersebut dimaksudkan 
sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) 
dengan pihak-pihak yang kekurangan dana atau memerlukan dana (lock of funds). 
Ini berarti bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan 
pembangunan perekonomian bangsa. Pengertian Ban ini dapat dilihat dari dua 
segi, yaitu: 
1) Menurut Para Ahli 
a) Pengertian Bank menurut A. Abdurrahman dalam bukunya 
Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menyatakan “Bank 
adalah suatu jenis lembaga keuanan yang melaksanakan 
bermacamusaha seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata 
uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, 
membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain”
21
. 
b) Pengertian Bank menurut Prof. G. M. Verry Stuart dalam bukunya 
Bank Politik mengatakan “Bank adalah suatu badan yang bertujuan 
untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat 
pembayarannya sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang 




2) Menurut Peraturan Perundang-undangan 
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a) Menurut Pasal 229a bis KUHD, yang disamakan dengan bankir adalah 
“setiap orang atau badan yang dalam pekerjaannya secara teratur 
memegang keuangan guna pemakaian segera oleh orang-orang lain”. 
b) Pasal 1 huruf a Bab I Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang 
Pokok-Pokok Perbank, menyatakan bahwa “Bank adalah lembaga 
keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu 
lintas pembayaran dan pengedaran uang”.  
c) Pengertian Bank Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang Perbankan adalah “Badan usaha yang menghimpun 
dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada 
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk usaha lainnya 
dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 
Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan tersebut maka dapat diambil 
suatu kesimpulan bahwa bank adalah: 
a) Sebagai Pencipta uang (uang kartal dan giral) 
b) Sebagai Penyalur simpanan-simpanan dari Masyarakat 
c) Sebagai badan yang berfungsi sebagai perantara dalam menerima dan 
membayar transaksi dagang di dalam negeri maupun diluar negeri. 
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, 
merumuskan mengenai fungsi perbankan, yaitu bahwa fungsi utama perbankan 
Indonesia adalah sebagai penghimoun dan penyalur dana masyarakat. Selain itu, 
bank dalam membuat kebijaksanaann dan menjalankan kegiatan usahanya, harus 
selalu mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku secara 
konsisten, dengan didasari oleh itikad baik. 
 
 
Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-
mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang non 
ekonomis seperti maslah menyangkut stailitas nasional yang mencakup antara lain 
stabilitas politik dan stabilitas sosial.  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 tetang Perbankan menyebutkan:“Perbankan Indonesia bertujuan menunjang 
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, 
pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkayan kesejahteraan 
rakyat banyak”. artina bahwa bank tidak cukup hanya menjalankan kegiatan saja, 
yaitu menghimpun dan menyalurkn dana masyarakat tetapi juga mempunyai 
tujuan yang jelas demi kepentingan pembangunan nasional. Meningkatkan 
pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan stabilitas nasional 
merupakan sasaran perbankan dalam melakukan kegiatan sebagaimana fungsinya 
tersebut diatas.  
G. Metode Penelitian 
 Metedologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara seroang ilmuan 
dalam mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. 
Sedangkan metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, 
sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu 
gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Maka metode penelitian dapat diartikan 
sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam 
melakukan penelitian. 
23
 metode yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat, 
terutama untuk membahas dan memecahkan permasalahan serta membahas hal-hal yang telah 
diuraikan sebelumnya, antara lain: 
1. Pendekatan Masalah 
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      Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini Penulis 
menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara atau 
prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 
sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian 
terhadap data primer dilapangan.
24
 Penelitian dilakukan terhadap permasalahan dengan 
memperhatikan norma-norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta 
dilapangan 
2. Spesifikasi Penelitian 
Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian bersifat deskriptif, karena penelitian 
ini bertujuan menggambarkan akibat hukum pengalihan kredit perumahan (KPR) dengan 
objek Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Perser) Tbk Cabang 
Dharmasraya. Apakah susah sesuai sasaran dan aturan yang berlaku. Suatu penelitian 
deskriptif dimaksudkan untuk membrikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, 




Populasi menurut Sugiyono dalam bukunya yang berjudul Metode Penelitian 
Kuantatif, Kualitatif dan R&D tahun 2017, definisi populasi adalah sebagai berikut: 
”Populasi adalah wilayah generelasi yang terdiri atas: Obyek/subyek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
dipelajari dan kemudian ditatik kesimpulannya’. 
Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Cabang Dharmasraya. 
b. Sampel 
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Sampel merupakan salah satu langkah yang penting dalam penelitian karena 
sampiling menentukan validitas eksternal dari suatu hasil penelitian dalam arti 
menentukan seberapa besar atau sejauh mana keberlakuan generalisasi hasil 
penelitian tersebut. Kesalahan dalam sampling akanmenyebabkan kesalahan dalam 
kesimpulan, ramalan atau tindakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut. 
 Pada penelitan ini menggunakan meetode penentuan sampel yang digunakan 
adalah Non Random Sampling dengan Teknik Puposive Sampling (sampel bertujuan) 
penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses, pelaksanaan serta 
akibat hukum yang dihadapi debitur pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 
Cabang Dharmasraya. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
  Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian meliputi data primer dan data 
sekunder, yaitu: 
1) Data Primer, adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, langsung dari sumber 
asalnya yang belum pernah diolah dan diuraikan oleh orang lain. Data primer 
diperoleh melalui wawancara dengan pihak Notaris, Bank, dan Konsumen. 
2) Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang sebelumnya 
diolah oleh orang lain. Pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi 
pustaka. Dalam hal ini dilakukan dengan mengumpulkan dan meneliti perundang-
undangan, buku-buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang 
diteliti. Data-data yang berhasil diperoleh tersebut kemudian akan dipergunakan 
sebagai landasan konsep pemikiran bersifat teoritis yang berhubungan erat dan 
relevan dengan rumusan masalah yang diteliti 
b. Sumber Data 
 
 
  Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber yang akan 
digunakan dalam penelitian ini berasal dari: 
1) Penelitian Kepustakaan (Library Research) 
Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dialkukan terhadap buku, 
undang-undang dan peraturan terkait lainnya yang berhubungan dengan 
permasalahan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mendapatkan bahan 
hukum, yaitu: 
a) Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang sifatnya 
mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar. Bahan hukum primer yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen 
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Pemukiman 
4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 
tentang Jabatan Notaris (UUJN) 
5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
6) PBI No. 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi 
Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah 
7) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 
 
 
b) Bahan Hukum Sekunder 
Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang erat 
hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu 
menganalisa serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum 
sekunder yang terutama adalah buku-buku  hukum termasuk skripsi, tesis 
dan disertasi hukum serta jurnal-jurnal hukum sekunder yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu buku-buku, literatur, serta hasil karya ilmiah para 
ahli dan sarjana yang relevan terhadap rumusan masalah. 
c) Bahan Hukum Tersier 
Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang 
memberikanpetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan lainnya. 
2) Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer secara 
langsung dari responden, yaitu melalui metode wawancara dengan Pihak Bank 
dan Konsumen. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Studi Dokumen 
Studi Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara 
mempelajari peraturan perundang-undangan, teori-teori, buku-buku, hasil penelitian, 




Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan 
responden
26
. Wawancara langsung ini dimaksud untuk memperoleh informasi yang 
benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan dalam penelitian ini. Metode wawancara 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan 
mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi tidak 
menutup kemungkinan adanya variasi pertanyaan sesuai dengan situasi ketika 
wawancara berlangsung. 
5. Pengolahan dan Analisis Data 
a) Pengolahan Data 
  Pengolahan data dilakukan dengan memeriksa dan menilai semua data yang 
telah dikumpulkan (primer, sekunder dan tersier) untuk mengetahui validitasnya. 
Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistemasikan sehingga menghasilkan 
klarifikasi yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan 
tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula. Pengolahan data yang penulis 
gunakan adalah dengan sistem editing yaitu memilah data-data yang sudah diperoleh 
untuk kemudian disajikan secara sistematis data-data berdasarkan kebutuhan dan 
menyusun secara sistematis data-data yang sudah diperoleh untuk kemudian disajikan 
secara lengkap dan sempurna, sehingga dapat mempermudah analisis terhadap data-
data tersebut. 
b) Analisis Data 
  Data yang diolah kemudian akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat 
yuridis, yaitu tidak menggunakan angka-angka (tidak mennggunakan rumus 
matematika), tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan para 
pakar, peraturan perundang-undangan, termasuk data yang diperoleh di lapangan yang 
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memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan, sehingga dapat diambil 
kesimpulannya sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan dalam penelitian ini akan 
didapatkan dengan menggunakan cara berpikir logika dedukatif yaitu berangkat dari 
hal-hal yang uum kemudian menuju hal-hal yang bersifat khusus. Sehingga diharapkan 
dapat memberikan jawaban yang jelas atas pokok-pokok masalah yang telah 
dirumuskan.  
H. Sistematika Penulisan 
  Agar lebih terarahnya penulisan tesisi ini dan supaya lebih terfokus, maka penulis 
merasa perlu merumuskan sistematika sebagai berikut: 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bagian pendahuluan ini mnguraikan tentang latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan penilitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, kerangka 
teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan. 
BAB II  TINJAUAN KEPUSTAKAAN 
Pada bab ini menguraikan pokok bahasan yang menyangkut tinjauan umum 
Akibat Hukum, Kredit, Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Hukum 
Perjanjian,Hukum Jaminan, Bank dan Hak Tanggungan 
BAB III  HASIL PENILITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini membahas bagaimana pelaksanaan Pengalihan (Over) Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) Objek Hak Tanggungan Pada PT. Bank Rakyat 
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dharmasraya serta Akibat hukum terhadap 
Over Kredit Pengalihan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).   
BAB IV  PENUTUP 
 
 
Bab ini memuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari 
penulis yang berfungsi sebagai penutup tulisan dai penelitian yang telah 
dilakukan. 
DAFTAR KEPUSTAKAAN 
LAMPIRAN 
 
